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  BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR 

  PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

      PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 
    NOMOR     3   TAHUN  2019 

 

 TENTANG 
 

PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PEMANDU HAJI DAERAH DAN TIM 

KESEHATAN HAJI DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 
  

   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

   BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, 

Menimbang  :  a. bahwa  dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi 
Jamaah haji kabupaten Kotawaringin Timur maka perlu 

membentuk Tim pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan 
Haji Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; 

                       b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6                                   

ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Penyelenggaraan 
Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;  

                        c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diatur dan 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten 
Kotawaringin Timur; 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
1820); 

    2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4845); sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang                           
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5061); 

 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063);  
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 4. Undang-Undang  Nomor 12  Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik   Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara    Republik Indonesia Nomor 
5233);  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan    Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana 
telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang- 
Undang   Nomor   9  Tahun   2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia  
Tahun  2015  Nomor  58, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5679);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan   Keuangan  Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Ibadah Haji  ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5345); 

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler  ( Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 896); sebagaimana telah di 
ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama  
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler ( Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 804 ); 

9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Sebagaimana 
telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nengeri 
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukm Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

10. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kotawaringin Timur  Nomor 
2  Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran   Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 
Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Timur  Nomor 180) 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 1); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :   PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TIM PEMANDU 

HAJI DAERAH DAN TIM KESEHATAN HAJI  DAERAH 

KABUPATEN    KOTAWARINGIN TIMUR.  
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BAB I  

 

KETENTUAN  UMUM  

Pasal  1  

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:  

1. Kabupaten  adalah Kabupaten Kotawaringin Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur. 
4. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kabupaten 

Kotawaringin Timur 
5. Jamaah Haji adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam 

dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai 
dengan persyaratan yang ditetapkan. 

6. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah   
petugas yang menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang yang 
bertugas membantu bimbingan ibadah dan pelayanan umum 
kepada jamaah haji Kabupaten Kotawaringin Timur 

7. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah   
petugas yang menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang yang 
bertugas memberikan pelayanan Kesehatan kepada jamaah Haji 

8. Anggaran    pendapatan    dan    belanja    daerah    yang  selanjutnya 
disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah 
Kabupaten Kotawaringin Timur. 

 

 

BAB II  

 
MAKSUD DAN TUJUAN  

Pasal 2  

(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk 
membentuk TPHD dan TKHD di Kabupaten Kotawaringin Timur. 

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini agar mendapatkan TPHD dan TKHD 
yang memenuhi Kualifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah 
ditentukan. 

 
 

BAB III 

 

TIM SELEKSI 

Pasal 3 

(1) Untuk membentuk TPHD dan TKHD, Bupati membentuk Tim Seleksi. 
(2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur 

Pemerintah Daerah sebanyak 6 (enam) orang, unsur Kementerian 
Agama sebanyak 1 (satu) orang. 

(3) Tim Seleksi sebagaimana dengan keputusan dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati 
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BAB IV 

 

TATA CARA DAN PERSYARATAN SELEKSI TPHD DAN TKHD 
 

Pasal 4 

(1) Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi calon 

TPHD dan TKHD yang disampaikan Kepada Bupati melalui Tim Seleksi 
dengan tembusan pada Bagian Kesejahteran Rakyat Sekretariat 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.  

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan 

persyaratan sebagai berikut : 

1. Warga Kabupaten Kotawaringin Timur yang memiliki Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) Kabupaten Kotawaringin Timur, muslim, taat 

beribadah, beraklak mulia dan setia kepada pemerintah 

2. Sehat jasmani dan rohani, tidak cacat fisik dibuktikan dengan 

keterangan sehat dari dokter puskesmas setempat 

3. Usia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun dan maksimal 55 (lima 

puluh lima) tahun; 

4. Berpendidikan sebagai berikut : 

a. Untuk calon TPHD minimal SLTA atau sederajat; 

b. Untuk calon TKHD minimal D3; 

5. Bagi PNS mendapat izin tertulis dari pimpinan Satuan Organissi 

Perangkat Daerah yang bersangkutan: 

6. Diutamakan yang sudah melaksanakan ibadah haji, dan 

berpengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan Ibadah Haji; 

7. Dedikasi dalam pelaksanaan tugas dan aktivitas keagamaan sehari 

hari baik; 

8. Memiliki wawaasan yang luas serta mempunyai jiwa kepemimpinan; 

9. Tidak membawa serta Istri/Suami, ayah/ibu dan / atau anak; 

10. Bersedia melaksanakan dan melaporkan tugas dengan 

menandatangani Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6.000.- (enam 

Ribu Rupiah). 

 

 

Pasal 5 

(1) TPHD dan TKHD dapat berasal dari : 
1. PNS Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. 
2. PNS Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur. 

 
(2) Tim Seleksi mengusulkan penetapan TPHD dan TKHD kepada Bupati 

dengan alokasi sebagai berikut : 
1. Unsur PNS  Pemerintah Daerah sebanyak 70%(tiga puluh persen). 
2. Unsur PNS Kementerian Agama 30% ( tiga puluh persen). 

 
(3) TPHD dan TKHD ditetapkan oleh Bupati dengan keputusan Bupati 

 

 

Pasal 6 

(1) Bupati menetapkan TPHD dan TKHD atas usulan Tim Seleksi. 
(2) TPHD dan TKHD  mempunyai tugas memberikan pelayanan bagi 

Jama’ah haji asal daerah yang meliputi pelayanan umum dan 
kesehatan dengan bekerjasama dengan petugas haji Provinsi / 
Pusat. 
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                  BAB  V 

                TUGAS TPHD DAN TKHD 

 

                                       KETENTUAN PENUTUP 

          Pasal 7 

(1) Secara umum TPHD bertugas membantu tugas-tugas TPHI sejak dari 
Daerah asal, selama di Arab Saudi sampai dengan kepulangan Jama’ah 
Haji.  

(2) Secara umum TKHD bertugas membantu tugas-tugas TKHI sejak dari 
Daerah asal, selama di Arab Saudi sampai dengan kepulangan Jama’ah 
Haji.  
 
 

                                                                        BAB IV  

               KETENTUAN PENUTUP  

               Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

      Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Timur . 

 
                      Ditetapkan di Sampit  

pada tanggal  28  Februari  2019  
 

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,  
 
 TTD 
 

                                     SUPIAN HADI 
 

Diundangkan di Sampit 
pada tanggal   28 Februari  2019 
 

              SEKRETARIS DAERAH 

 KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,  
 
 TTD 
 
                   HALIKINNOR 
                                                                                  

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019  NOMOR  3     
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